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PE}IERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PENI}TIDIKAN DAN KEBUDAYAAIY

fI. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21602

SUnIlT PERJtrIIIIEIT PEI}IBERHN BtrNTUIIN
I}AIftr ItLOrff;I KHUSUS rISIK

BIDtrNG PEilDII'IKEN Ttr. 2O2O

IGEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDTING DAN PENGADMN

SARANA PRASARANA SEKOLAII MENENGAH PERTAII{A IDAK REGULER 2O2O)

Antara

E}IERI}TTAH IIAERAH IAHIPATE}I E$SIR SEI.ITAII

denqan

IGPAU SEKIII.AH SIIRI E IEIIEAYA}IE

Nomor

Tanggal

: 24 |lr[ I SARPRAS/DAKPSMP/SI| K/DpK-pS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

E hari ini Kamis tanggal Duabulan Aprtlt;thun Dua ribu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

Hrini :

ffik untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C4. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan
*fltnya disebut PIHAK PERTAI4A.

L Nama

L Jabatan

3. Alamat

L Nama

L Jabatan

3. Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl, H, Agus Salim - painan

: Drc. MASRI DARTA

: Kepala UPT SMPN 6 Lengayang

: KampungAkat

ffi dan atas nama jairatan tersebuttiatas berdasarkan Surat Keputusan Bupau pesisir Setatan
4 aflz6lBKPSDM-2019 Tanggal 30 Desember 2019 yang selanjutrrya disebut piltAK KED| A,
tI PERTAMA dan PIHITK KEDUA secan bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

-annya hal-hal sebagai berikut :

L Bahwa undang-uMang Nomor 20 Tahun 2003 antara tain mengamanatkan :

D Pasal 11 ayat (1) : Pemerinhh dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan serta menjamin tersetenggannya pendidit<an yang bermutu bagi setiap warga
negarc tanpa diskiminasi;



Nanor SPPB
Tanggal

: 24[V/S ARPRASD AKp SMPNNK/DPK-P Sn02o
: @April2A2|

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan samna dan prasarana yang merrrcnuhi kepertuan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik" keerdasan intelektual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal '16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama anta6 pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyamkag

Pasal '16 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kegiatan peningkatan pftrsarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasionat pendidikan

sebagaimana telah beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 yang mewajibkan setiap satuan penciidikan memitiki sarana prasarana pendidikan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkahn pEsarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola
yang ciitetapkan oleh Kepala sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan pras.trana pendidikan disediakan angga6n metalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2020)i

ini menyatakan telah sehrju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

hm Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
tyantqarat seperti datam pasaFpasatdi bawah ini :

fuinjia Penberian BanUat



NunorSPPB
Tmggal : A2AVfl2020

M"k";Hlt,rjr"n
ftsi4fran ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
rtl mendanai kegiatan pembangunan/rehabilihsi prasamna pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

tEm dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prcsarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

@on. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
ffir serta beftanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

tingkup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN 6 Lengayang yang

L Pembangunan Laboratorium IpA,

Pasal 3

Iangka Waktu pelaksanaan

L Etgka waktu pelat<sanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adatah 120 (seratus dua puluh) hari
Bder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2o2o d,
rcbring PIHAK KEDUA

?lllAl( KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling

ffiat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Mdikan Tahun Anggaran ZO2O di rekening PXHAK XEDUA.

Banaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
zE).

Pasal 4
PrinsiP-Prinsi p Pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bldang pendiditcan Tahun Anggaran 2020 metipuu :

&naan dikerjakan dengan mekanisme sruakelota,

kapan asas efektifttas, efisiensi, transparansi dan akuntabitihs,

Eryuhrnaan partisipasi masyarakat datam pengelolaan kegiatan,

sinalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Pemfurian Bantuan
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Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

L PIHAK PERTAMA :

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
Kabupaten.

c) Memberikan birnbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan.

d) Melalaanalan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiahn DAK Bidang pendidikan.

2. PIHAK KEDUA:

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan pendidikan (Sekolah).
c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

PERTA]tIA.

d) Mencaht dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK
PERTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

Banaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasat3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a' PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
*bagai bagian integra! manajemen berbasis sekolah,

L' PIIIAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis
dan Petunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c' PIHAK KEDUA membuat taporan secan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaanlkemqjuan pekerjaan

@da PIHAK PERTAtttA,

' 
PIHAK IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAIIA dokumentasi pekerjaan,
Snn kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya @a tahapan pencairan dana,

c' PIHIIK KEDUA wajib metakukan penetatan penerimaan dan pengetuaran datam buku t<as serta
pehporan keuangan dari hasil pekerjaan,

[' ?!HAK XEDUA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorkan pajak-pajak yang terloit dengan
rehksanaan pekerjaan serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan,

b fujaliiaz Pemberion Bantuan
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] tlHAx IGDUA berkewajiban metakukan serah terima hasil pekerjaan dengan prHAK pERTAMA yang
finngkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L PIHAI( IGDUA wajib menyimpan seturuh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
lrpgaran 2020,

'i- PlllAl( KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
kndklikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dariprHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

'r 
[kn pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oteh tenaga
Hitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

L tlH'll( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekefiaan yang tidak sesuai dengan
krhra n pelaksanaannya,

pasal g,

Jumlah Dana Bantuan

I mK Fr-sik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
ruA sebesar Rp. 325.000.000,- (riga ratus dua puluh linia juta rupiah) dengan rincian sebagai
Hut:
a) Pembangunan laboratorium IpA = Rp.325.000.000,-

z IEla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud datam
ht2.

pasa! 9

Penyaluran Dana

penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam pasal g ayat (1) sebagai berikut :

Tdlap I : 25vo (Dua puluh tima perseratus) dari keseturuhan dana swakelola setelah perjanjian ini
candatangnni kedua belah pihak bserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAITIA,

TdEp Il;45o/o (Empat puluh lima perser:atus) dari keseluruhan dana s:wakelola apabila pekerjaan tetah
rupai bobot 2()% (Dua puluh perseratus), dilergtcapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
1*rjaan,

TdEp Itr : 3006 (tiga puluh perserafus) dari keseluruhan dana snkelola apabila pekefiaan telah

-mpai 
bobot 650/0 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

hrlajuan pekerjaan.

PemberianBofiot



NomorSPPB
Tanggal

: 24N4SARPMS/DAKPSI,$?/g/WDVK-qSA120
: A2Apfl2U20

fa pernbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

l{ama Rekening :

llornor Rekening : 04OL.O21O.06699-5

llama Bank : Bank Nagari cabang pembantu rGmbang

Pasal 1O

Force Majeure

furce Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiahn udak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
ahm, epidemilg peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

Apabila terjadi force majeure maka PrHAK XEDUA segera memberitahukan kepada prHAK
PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
Erjadinya force majeure dengan ditengkapi buKitertulis yang dikeluarkan oleh pihak ben;enang.

Bercasarkan pemberitahuan teftulis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud datam ayat (2)
mka PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dhkulon peruba han perja nj ia n seda ngkan perjanjia n awal dinyata kan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

Apabila PrHAK KEDUA dalam metaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/slsa dana maka dapat
dgunakan untuk menambah volume atau sasaEn dengan persefujuan PIHAK PERTAMA,
J[(a sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dsetorlon kembali ke kas daerah.

Pasal 12
pertanggungjawaban

PIHAI( TGDUA waiib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan
fkerFan kepada PIHAK pERTAtttA.

llHAl( IGDUA wajib membuat dan menyemhkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
berta kelengkapan adminishasilainnya pada tahapan pencairan dana.

PembefisnBantwn
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3' Laporan pertanggungjawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh prHAK KEDUA kepada prHAK
PERTAIIIA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelal*anaan
pekerjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungiawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti
pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajab

d) Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L Apabila dalam pelaksanaan pekeriaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari
Hentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar ren@na, maka prHAK PERTAMA

,sczlra sepihak dapat memutuskan/menghenuka n pekerjaan tersebut.
e Enutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka prHAK

nEngembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi
krtuan perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Hbn surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oteh kedua belah pihak di painan, pada hari dan
EFI tersebut di atas. surat Perjanjian inidibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya
hmerei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

lW. 196611062a070t 1 00s

KEDUA wajib

sesuai dengan

Pemberian Bantuatt


